
SALINAN 
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA 

NOMOR 41 TAHUN  2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 33 TAHUN 2017 
TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN KEGIATAN USAHA 

PENGELOLAAN SAMPAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SURABAYA, 

Menimbang    :  a.    bahwa dalam  rangka  pelaksanaan  ketentuan  Pasal 28 ayat  (2) 
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya, telah 
ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 33 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Penerbitan Izin Kegiatan Usaha Pengelolaan 
Sampah; 

b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan perizinan terhadap
kegiatan usaha pengelolaan sampah di Kota Surabaya, maka
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Penerbitan Izin Kegiatan Usaha Pengelolaan Sampah
sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 33
Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Kegiatan Usaha
Pengelolaan Sampah.

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa 
Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta 
sebagaimana  telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun
2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
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7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaiman telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor
5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor
188 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013
tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan
dalam Penanganan Sampah Rumah tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015
Nomor 2036);

11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 5
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);

12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun
2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya
Nomor 10);

13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 50 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota
Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 54);

14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Penerbitan Izin Kegiatan Usaha Pengelolaan Sampah
(Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 33).

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan      : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 33 TAHUN 2017 
TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN KEGIATAN USAHA 
PENGELOLAAN SAMPAH 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 6 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 33 Tahun 
2017 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Kegiatan Usaha Pengelolaan 
Sampah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 33), 
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 6 

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 
permohonan izin terhadap kegiatan usaha pengelolaan sampah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) wajib dilengkapi :  
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a. untuk kegiatan usaha pemilahan, maka wajib dilengkapi : 
 

1. bukti kepemilikan atau penguasaan lahan apabila kegiatan 
usaha dilakukan pada suatu lahan atau Izin Mendirikan 
Bangunan apabila kegiatan usaha dilakukan pada bangunan 
tertentu; dan 

 

2. dokumen tata cara pemilahan pemilahan dan penyimpanan 
hasil pemilahan. 

 

b. untuk kegiatan usaha pengumpulan dan/atau penampungan, maka 
wajib dilengkapi : 
 

1. bukti kepemilikan atau penguasaan lahan apabila kegiatan 
usaha dilakukan pada suatu lahan atau Izin Mendirikan 
Bangunan apabila kegiatan usaha dilakukan pada bangunan 
tertentu;  

 

2. dokumen tata cara pengumpulan dan/atau penampungan; dan 
 

3. dokumen kelaikan alat pemadam kebakaran; 
 

c. untuk kegiatan usaha pengangkutan, maka wajib dilengkapi : 
 

1. surat bukti kelaikan kendaraan untuk pengangkutan sampah 
yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan; dan 

 

2. bukti kepemilikan berupa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor 
atau penguasaan kendaraan berupa surat sewa kendaraan. 

 

d. untuk kegiatan usaha pengolahan, maka wajib dilengkapi : 
 

1. Izin Mendirikan Bangunan; dan 
 

2. dokumen tata cara pengolahan sampah. 
 

e. untuk kegiatan usaha pemrosesan akhir sampah, maka wajib 
dilengkapi : 
 

1. Izin Mendirikan Bangunan; dan 
 

2. dokumen tata cara pemrosesan akhir sampah 
 

 
Pasal II 

 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kota Surabaya. 
 

Ditetapkan di Surabaya 
pada tanggal 29 September 2017 

 
WALIKOTA SURABAYA, 

 
ttd. 

 
TRI RISMAHARINI     

 
Diundangkan di …… 
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Diundangkan di Surabaya 
pada tanggal 29 September 2017 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 

ttd. 

HENDRO GUNAWAN 

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2017 NOMOR 41 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

ttd.0 
Ira Tursilowati, S.H., M.H. 

Pembina Tingkat I. 
NIP. 19691017 199303 2 006 




